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Abstract: ARIF S, 2023 “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima”.Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Program
Pascasarjana Universitas Negeri Makasar. Di bimbing langsung oleh Manan Sailan dan Rifdan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, untuk
mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan.
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis belum teraksesnya proyek pembangunan
infrastruktur jalan. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini mengunaka
enam indikator yaitu, Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi
pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan, Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Tehnik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisisnya terdiri atas pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian
menujukan bahwa Implementasi Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan
palibelo sudah terlaksana dengan baik dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan karena
meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung transportasi barang dan Perkembangan
pembangunan jalan yang sangat penting bagi masyarakat. Implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan palibelo kabupaten bima, Pembangunan
infrastruktur sering kali membutuhkan biaya besar, Keterbatasan anggaran bisa menjadi
hambatan utama yang menghambat percepatan proyek infrastruktur jalan. Partisipasi
masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan di kecamatan palibelo
kabupaten bima, Masyarakat selalu ikut serta dalam memberikan masukan pemikiran ataupun
tenaga dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo
Kabupaten Bima..

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat
(NTB) adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai tahapan, pemangku kepentingan,
dan aspek-aspek penting. Dalam lingkup yang lebih luas, implementasi kebijakan ini
mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan
ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah gambaran
lebih rinci tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di NTB bisa
dilakukan Setelah dana tersedia, proyek-proyek infrastruktur jalan harus didesain dan
direncanakan secara teknis. Ini mencakup pembuatan rencana teknis, spesifikasi, dan
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dokumentasi yang diperlukan untuk memulai konstruksi harus ada Implementasi proyek
infrastruktur jalan seringkali melibatkan pengadaan lahan yang diperlukan dan
mendapatkan izin dari pemilik lahan serta otoritas terkait. Implementasi kebijakan juga
mencakup pada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Mengakomodasi kebutuhan dan keprihatinan mereka dan Pemerintah harus secara
berkala mengevaluasi kinerja infrastruktur jalan yang telah dibangun dan melakukan
perbaikan jika diperlukan. Ini bisa melibatkan perluasan jalan, perbaikan keamanan, atau
peningkatan kebijakan ini juga harus melibatkan pengukuran dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dari pembangunan infrastruktur jalan. Ini dapat digunakan untuk menilai
sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan dari Implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan di NTB adalah upaya yang kompleks dan
multidimensional yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang andal,
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan di wilayah tersebut.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat
(NTB) didorong oleh beberapa faktor kunci yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
wilayah tersebut. Beberapa latar belakang implementasi kebijakan yang ada di NTB adalah
provinsi yang terdiri dari berbagai pulau, dan aksesibilitas antara pulau-pulau ini dapat
menjadi tantangan. Ketidaksetaraan aksesibilitas dapat menghambat pertumbuhan
ekonomi dan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan
pekerjaan masyarakat karena potensi besar dalam sektor pariwisata dengan objek wisata
yang menarik seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Infrastruktur jalan yang baik
dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan yang
berada zona rawan gempa bumi dan tsunami. Infrastruktur jalan yang kokoh dan tahan
gempa dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan memungkinkan respons
yang lebih cepat dalam situasi darurat semoga kondisi NTB kedepan lebih aman dan
kondusif karena NTB memiliki potensi untuk menjadi pintu gerbang menuju Timor Leste
dan negara-negara tetangga lainnya. Kebijakan ini dapat meningkatkan konektivitas antara
NTB dan negara-negara tetangga serta mendukung perdagangan regional.

Pemerintah Kabupaten Bima melakukan evaluasi dan identifikasi kebutuhan
infrastruktur jalan di seluruh wilayahnya. Ini melibatkan analisis terhadap kondisi jalan
yang sudah ada, mengidentifikasi titik-titik rawan, serta mendengarkan masukan dari
masyarakat setempat untuk memprioritaskan proyek-proyek yang diperlukan untuk
menunjang kebutuhan diidentifikasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk
mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Ini termasuk alokasi dana dari anggaran
pemerintah daerah, dana otonomi daerah, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan
untuk pembangunan jalan ialah membutuhkan Proses pengadaan lahan yang diperlukan
untuk proyek jalan dimulai.

Hal ini mencakup perizinan yang diperlukan dan negosiasi dengan pemilik lahan
untuk memastikan lahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan lancar dan bagus
pengadaan lahan, proyek jalan harus didesain secara teknis. Ini mencakup penyusunan
rencana teknis, spesifikasi teknis, dan perhitungan biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan konstruksi dari Proyek-proyek pembangunan jalan dimulai, termasuk
pekerjaan seperti pengerasan jalan, pembangunan jembatan, pengaspalan, dan
pembangunan fasilitas jalan lainnya sesuai dengan rencana teknis dan pemerinta
Kabupaten Bima akan berkolaborasi dengan pemerintah NTB dan Selama tahap



konstruksi, manajemen proyek yang efektif diperlukan untuk memantau perkembangan
proyek, mengendalikan biaya, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan
jadwal akan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus diawasi
dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa jalan tersebut tetap dalam kondisi
baik dan aman untuk digunakan dalam jangka panjang dan pemerintah Kabupaten Bima.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo
Kabupaten Bima harus memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan lokal, kondisi
geografis, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini adalah langkah penting dalam
meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup penduduk Di
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima di NTB.

METODE

Analisis data penelitian nantinya akan dilakukan dengan mengacu pada teknik
analisis data yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, yaitu Analisis Model
Interaktif (Hohna et al., 2016; Jackson et al., 2014; Postmes et al., 2005) . Namun sebelum
melakukan analisis data, peneliti akan melakukan triangulasi (sumber, metode, dan teori)
terhadap data yang telah diperoleh peneliti untuk menguji keabsahan data. Dalam teknik
analisis ini nantinya data yang telah dikumpulkan dan diuji keabsahannya akan
direduksi. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dimensi yang
digunakan untuk menganalisis penanganan stunting. Setelah data direduksi, data
disajikan dalam bentuk narasi, tabel, gambar, dan grafik. Penyajian data dalam berbagai
bentuk dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan
merencanakan penelitian selanjutnya. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.
Dalam menyusun kesimpulan, peneliti tidak merangkum hasil penelitian secara
keseluruhan, namun peneliti memaknai pengelolaan kolaboratif tata kelola dalam
implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Palibelo
kabupaten Bima.

HASIL PENELITIAN
Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo,
Kabupaten Bima, menentukan kualitas, keberlanjutan, dan keselamatan proyek. Kebijakan
mencakup standar teknis, spesifikasi material, desain jalan, dan metode konstruksi. Sasaran
melibatkan pencapaian progres bulanan menuju pemenuhan target akhir. Kebijakan ini juga
fokus pada keberlanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat,
memastikan proyek berjalan efisien dan memberikan dampak positif jangka panjang.

Sumber daya

Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo melibatkan sumber daya
manusia, finansial, dan teknologi yang strategis. Sumber daya manusia, termasuk insinyur,
pekerja konstruksi, dan tenaga ahli, berperan dalam semua tahap proyek. Dana dari alokasi
anggaran pemerintah, dana pusat, dan potensi investasi swasta menjadi sumber daya finansial
yang krusial. Sementara itu, penggunaan teknologi dan peralatan konstruksi modern menjadi
faktor penentu efisiensi dan kualitas pelaksanaan proyek. Dengan optimalisasi gabungan
sumber daya ini, pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara efektif, meningkatkan
konektivitas, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
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Karakteristik organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten
Bima, menonjolkan efisiensi dan partisipasi aktif. Tim teknis, termasuk insinyur, ahli
konstruksi, dan personel administratif, bertanggung jawab untuk kelancaran setiap tahap
proyek. Keberhasilan proyek didukung oleh peran konsultan pengawas menjaga standar
kualitas tinggi. Dengan pendekatan inklusif, melibatkan masyarakat lokal dan kepala desa
dalam pemantauan proyek. Sistem pelaporan transparan memberikan tingkat akuntabilitas
yang jelas. Dengan karakteristik ini, organisasi pelaksana di Kecamatan Palibelo memainkan
peran sentral dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan mencapai standar tinggi dan
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
Sikap para pelaksana

Organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten
Bima, dapat dilihat sebagai entitas yang berfokus pada efisiensi dan partisipasi aktif dari
berbagai pihak terkait. Terdiri dari tim teknis yang terampil dan terlatih, organisasi ini
mencakup insinyur, ahli konstruksi, serta personel administratif yang memastikan kelancaran
setiap tahapan proyek. Keberhasilan proyek ini juga ditopang oleh peran konsultan pengawas
yang bertugas memastikan standar kualitas yang tinggi. Dengan pendekatan yang inklusif,
organisasi ini melibatkan masyarakat lokal dan kepala desa dalam pemantauan proyek,
menciptakan keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang terkait.
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar organisasi terkait dalam pembangunan
infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menonjolkan keberhasilan proyek.
Melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten, kontraktor,
pemerintah desa, dan masyarakat secara aktif, pertemuan rutin dan forum koordinasi
membahas perkembangan proyek serta mengidentifikasi masalah potensial dengan solusi yang
kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek meningkatkan transparansi,
dengan informasi yang terkini disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan umum,
papan proyek, dan media sosial. Keseluruhan, komunikasi yang baik menciptakan sinergi di
antara pemangku kepentingan, mengarah pada keberhasilan pembangunan jalan dengan
melibatkan pemerintah, kontraktor, dan masyarakat secara bersama-sama.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menampilkan karakteristik lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik yang beragam. Aspek sosialnya tercermin dalam keberagaman budaya dan
solidaritas tinggi, di mana adat istiadat masih memegang peranan penting. Secara ekonomi,
mayoritas penduduk mengandalkan sektor pertanian, yang juga memengaruhi struktur
ekonomi di wilayah tersebut. Di sisi politik, Palibelo berpartisipasi dalam dinamika politik
Kabupaten Bima, melibatkan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan umum,
serta terlibat dalam kebijakan pemerintah kabupaten terkait pembangunan infrastruktur jalan.
Semua aspek ini memainkan peran krusial dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Palibelo secara keseluruhan.



KESIMPULAN

Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan
Palibelo Kabupaten Bima berfokus pada pencapaian standar yang tinggi,
keberlanjutan, dan keselamatan, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan
lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan proyek bergantung pada
sumber daya strategis seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan
teknologi. Organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya menekankan
efisiensi, partisipasi aktif, dan pendekatan inklusif, yang melibatkan masyarakat lokal
dan kepala desa. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar organisasi terkait,
termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kontraktor, pemerintah desa, dan
masyarakat, berkontribusi terhadap keberhasilan proyek. Keberagaman
karakteristik sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Palibelo berperan penting
dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.
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